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PERATURAN DAERAN KABUPATEN MELAWI

NOMOR 8 ‘TAHUN 2005
TENTANG

RETRIBUSII'ELAYANAN PASAR

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

0,

BUPATI MELAWI,

bahwa, berdusarkan pusal 18 ayat (2) hurul o Undang-undong
Nomor 34 Tahun 2000 tentung Perubalan Atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentung Pujuk Duerah dan Retribusi
Dacrul, mukn  Retribusi  Peluyanan Pasar - merupakan  jenis
retribusi Duernh Kabupalen;

bahwa untuk pemungutan retribusi sebugulmana dimaksud pada

hurul o di oty perla diotur dengan peraturan Daerah Kabupaten
Meluwi.

Undang-Undung Nomor 8 ‘Tahun 1981 tentung Hukum Acara
Pidang (Lemburun Negura  Republik  Indonesia Talwn 1981
Nomor 76, Tambulun Lemburan Negara Republik lidonesia
Nomor Y209);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentung Perubnhan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajuk Ducrah
dun Retribusi Duerah  (Lembarun Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048),

Undung-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Seckadau di Propinsi
Kalimantan Barat (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 149, Tambuahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4344);

Undung-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negurn (Lembarun Negara Republik  Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambuhan Lembaran Negura Republik  Indonesia
Nomuor 4355),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Pernturan Perundung-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tuhun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarun Negara
Republik Indonesia Nomor 43 89);

7. Undang-undang ...



! 12 Tebun 2004 cntang Pemwriotahan
Dacslh (lLomburss Negara Republik Indoncsia Tahun 264

Noswr 125, Tewbeban Lembaran Negara Republik hwlonesin
Nomx 4437),

8.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentung Perlmbungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lombaran
Negara Republik Indonesia Tuhun 2004 Nomor 126, Tumbuhun
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan  Pemerintoh - Nomor 27 Tohun 1983 lentang
Pelaksunuon Vindung-undang Nomor 8 Tahun 1981 lenling
Hukum Acarn Piduna (Lemburan Nugura Republik  Indonesia
Tahun 1983 Nomor 6, Tumbahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomaor 1258);
‘ 10, Peraturan Pemetintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Dacral (Lembaran Negara Republik  Indonesia Talwn 2001
Nomor 119, Tambahan Lemburun Negara Republik hindonesio
Nonuw d139),
Dengnn Persetujumn Bersamn
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dun
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAHM KABUPATEN MELAWI TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
osnl |
Dalam Peratutan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Dacrah adalah Kabupaten Melawi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Melawi;

3. Bupati adalah Bupati Melawi ;

I Pejubut ..



10.

13.

4

15.

Foubut adelnh Popeess sang dler tapes ovionte dibsdang Ketribusi  Dacrah sesuai dengun
Posarae Porundeng-andunge yang criaa o

Pasar adaleh tompet yang Siberl batas tertentu dan terdin atas haluman / pelatwran, bangunan
berbentuk los dan stes Lios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintuh Doerab dan
khusus disodiakan untuk podagang.

Los adalah bangunan tctap dilingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa
dilengkapi dinding ;

Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan
dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk
usaha berjualan ;

Retribusi jasa Umum adalah retribusi alus jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pcmcriptah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan;

Retribusi Pasar yang selanjulnya dapat disebul Retribusi adalah pembayaran alas penyediaan
pasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa haluman / pelataran los dan atau kios yang
dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termusuk yang
dikelola oleh Perusahoan Daerah { PD ) Pusor;

Wajib Retribusi adalah orang pribudi atou badan yang menurul Peraturan Perundang-
undangan retribusi Duerah diwajibkan untuk melukukun pembayaran retribusi Duerah;

Masa Retribusi adalah jongka waktu tectentu yang merupukan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanlaatkan jusa pelayunan pasilitus pasar ;

Surat Ketetapan Retribusi Doerah, yung selanjutnya dapat disingkat SKR1), adalah surat

keputusan yang menentukan besarmya jumlah retribusi yang terutang;

Sural Tagihan Retribusi Dacrah, yang selunjutnya dapat disingkat STRD, adulah surat untuk
melukukan tagihan retribusi dun atau sunksi administrasi berupa bunga dan atwu denda ;

Badan adalah suatu bentuk badan usuha yang meliputi Perseroan Terbutuw, 1erseromn
Komanditer, Perscroan lainnyn,Bodun usuha milik Negara atuu Daerah dengnn nama din
dulam bentuk apapun, Persekutuan, I'erkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasl, Yaywsun aluu

organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap sertn bentuk usuha
linnya ;

Pemeriksaan adalah serangkuaian kegintan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data
dan atau keterangan lainnyn dulam rangkn pengawnsan kepatuhan pemenubnn kewajiban
retribusi berdasurkan peraturnn perundang-undungan Reteibusl Daerah ;

6 Penyidikan tinduk pidana di bidang retribusi Doerah adaloh serungkaian tadakan yang

17.

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negerd Sipil yang selunjutnya dapat disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengampulkan bukth yang dengoan buktl it membuat terang tindok
pidana dibidang Retribusi Daerah yong tecjadi serta menemukon tersangkanya,

Kas Dacrah adaluh Kas Duacerah Kabupaten Meluwi.

BAB 11 ...



[ ——

NAMA, OBYEK DAN
SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan pasilitas pasar
tradisional | sederhana yang berupa halaman / pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh
Pemerintah Dacrah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pusul 3

(1) Obyek Retribusi adaluh peluyunan pasilitas pasar tradisional / sederhana berupa halaman /
pelatarun, los dan atau kios yang khusus disedinkan untuk pedugung .

12) Didak termasuk obyek retribusi adalah peluyanan penyediaan pasilitas pasar yung dimiliki
dan atau dikelola oleh pihok swasta maupun Perusuhaan Docruh dun Badan Usaha Milik
Negara..

I"usul 4

Subyek Retribusi adaluh orang pribadi utau budun yang menggunakan pelayanan penyediaun
pasilitas pasar.

BAL LI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pusal 5

i Pelayanan Pasar digolongkun sebugui Retribusi Jusa umum,

BARIV

CARA MENGURKUR TINGRAT
PENGGUNAAN JASA

Pusnl 6
n jusa diukur berdasorkun luns, jenis lempat don kelas pasar yang digunakan.
BAB Y
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIK
PPusul 7
dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk
biaya penyelengguraan  penyediaan  pelayanan  pasilitas  pasar dengan
imbangkan kemampuan masyarukal, dan aspek keadilan.

Biaya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya operasional dan
pemcliharaan. '

BAB VI ...



AR VI
STRUKTUR DAN INESARNYA TARIE
"usal ¥

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pasilitas yang terdicl atus halaman / pelutaran,
los dan atau kios, luas lokasi, dan jungka wakiu pemuokniun.

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada aynt (1) pasal inl digunakon untuk menentukon kelas
pasir.
(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada uyat (2) pasal ini ditetupkan oleh Bupatl.

(4) Struktur duan besarnya taril ditetupkan sebagal berikut :

- Indikasi | Ju:uiy‘__l_i:u.ngunuu __ Luus Tarif
Pasar Kelas | a.Pasar Los
- permanci I mx 1,55 Rp. 1.000 / hari
- Permanen 1 mx 1,20 Rp. 700/ hari
b. Pasar Kios
- Permanen - Rp. 2.000 / hari
- Semi permanen - Rp. 1.000 / hari
BADB VII

WILAYAIL PEMUNGUTAN
Musal 9

(1) Retribusi dipungut diwiluyuh Kabupaten Meluwi.
(2) Retribusi yang terutang dipungut di Daeraby tempat  pelayanan diberikan.

NAR VI
BIAYA OPERASIONAL
Pusal 10
(1) Kepuda Instansi pengelola dan pembuntu diberikan biuya operasional 5 %eduri sclurul
penerimuan yang teluh disetorkan ke kas daerah,
(2) Tuta corn permintuan pembuyaran binyn operasional dimaksud pada ayal (1) pusal ini
dilukukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSITERUTANG

Pusal 11
Masa Retribusi adalah jangka wuktu yang lamanya | (satu) hari aton ditetapkan lain oleh Bupati;

Pusal 12 ...



Pasal 12
Sl Reonbusl tonstang adeleh pada saal  ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipcrsamakan.
BAIB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
PPusal 13
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .

(2) Retribusi dipungut dengan mengunukan SKRD atau dokumen luin yung dipersumakan, dan
SKRDRT.

BAD XI
SANKSITADMINISTRASI

Pusal 14
Dalam hal Wajib Retribusi tiduk membuyar tepat padu waktunys utau kurang membayar
dikenakan sanksi administrasi berupa bungu sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan duwri retribusi
terutang alau kurang dibayar dun ditagih dengan menggunukan 8 TRD,

BAI X1

TATA CARA PEMBAYARAN

P'asal 15

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

(3) Tata cara pembayaran, penyctoran, temput pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16
(1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat luin yang sejenis sebagai awal tindakan
peluksanaan penagihan retribusi dikeluarkun setelah 7 ( tujuh ) hari sejuk jatuh tempo

pembayaran .

(2) Dalam jungka waktu 7 ( tujuh ) hari seteluh wnggal surat teguran / peringatun / surat lain
yang scjenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang .

(3) Surat Teguran / Peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dilukukan olch Pejubat yang ditunjuk .

BAD XIV ...



RAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBIBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

Duputs dupat memberikan pengurangan , keringunan, dun pembebasan retribusl.

Pengurangan |, keringanan, dun pembebasan sebagaimuna dimaksud pada ayat (1) pasal ini
diberikan dengan memperhatikon kemampuan Wajib Retribusi .

Tata Cara pengurangan, keringanun dan pembebusan retribusl ditetapkan oloh Peraturan
Bupali.

v BAD XV
KEDALUWARSA PENAGITIAN
Pusal |18

00 Mk untuk melakukan penagihun retribusi kedaluwarsa seteluh melumpaui jungko waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejuk sunt terutungnya retribusi, kecunli apabila. Wajib Retribusi
miclakukan tindak pidana di bidang retribusi
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
& diterbitkan Surat Teguran atau;
ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun tidak
langsung.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pusal 19
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungun Pemerintuh Dacrah diberi wewenang
schagai penyidik untuk melokukun penyidikan tindok pidana di bidang retribusi
Penyidik sebaguimana dimaksud padu ayat (1) Peraturan Daerah ini udalah :
ima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
engan tinduk pidana dibidang Retribusi Daeruh agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelus
menclitimencari dan mengumpulkun keterangan mengenai orang pribadi atau badan
Sentang kebenarun perbuntan yung dilukukan sechubungan dengan tindak pldana dibidang
setribusi dacrah lersebul,

meminta keterangan dan buhan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengun
tindak pidana dibidang retribusi ducrah,

o memeriksa Buku — buku, Catmtun - catatan dan Dokumen- dokumen luin berkenaun
dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah .



mclabukan penggeledaban untuk mendapatkan buban bukti pembukuan, pencatutan dan
dokumen - dokumen lain serta melukukin penyidikon terhadap bahan bukti tersebut.

L meminta bantuan tenago ahli dulum rungka peluksanuan tugus penyidikan tinduk pidona
dibsdang retribusi dacrah |

& menyuruh berhenti dan atou melurung seseorang meninggalkan  ruang atau tempal pida
saal pemeriksaan sedang berlungsung dun memeriksa identitus orang atau dokumen yang
dibawa schagaimana dimaksud hural’ ¢,

b memotret sescorang yung berkaitun dengan tinduk Pidang Retribusi Dacrah |

i "Fm.'““ sescorung yung berkaitun dengan tinduk pidana dibidung Retribusi Duerah

J. menghentikan penyidikan .

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan .

1) (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasul 20

Retribusi yang tidak melaksanukan kewnjiban sehingga merugikan keuangun dacrah
pidana kurungan paling lama 6 ( ennm ) bulun atau denda paling banyuk 4 ( empat )
Jumlah retribusi terutang,

pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BADB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pusal 21

berlakunya  Peraturan— Dacrah ini muka segala ketentuan  dan Perturan yung
dengan Peraturan Dueraly ini dinyatakan tidak berlaku .

I'usal 22

yang belum cukup diatur dalam Peruturan Daerah ini, sepunjung mengenul peluksanaun
Iebih lanjut dengan Pernturan Bupati.

PPusal 273 ...



Pasal 23
Peraturan Dacrah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetupkan di Nanga Pinoh

|-I'H!+.. ul 20 ﬂumﬁﬂ‘ 2005
Al

L] |

Diundangkan di Nanga "inoh
pad anepuh 6 Porvact 2000

RTIN LUTHER. D

A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAIIUN 2006 NOMOR §




PENJELASAN

ATAS

' PERATURAN DALERAI KABUPATEN MELAWI
i NOMOR & TAIIUN 2008

TENTANC

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
L PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya  Undang-undung Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahnn atos
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pujuk Duoerah dan Retribusi duerah
dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi
dan Kabupaten Sckadau di propinsi Kalimantan Burat, pajuk dacrah dan retribusi
dacrah ditetapkan dengan peraturan dacrah,

Dalam rangka lebih memantapkan olonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan
bertanggung jawab, pembiaysan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang
bersumber dari Pendapatan asli Dacrah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah
barus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu lebih meningkatnya
pertumbuhan pembangunan didaerah pada dewasa ini maka baik pelayanan maupun
ifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu
Jenis pelayanan kepada masyarakat.

dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh

Daerah adalah  Retribusi  Peluyanan  Pasar  karena itu  Pemerintah
Melawi menctapkun peraturan Duerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar
rangka  menggali  sumber-sumber  pendapatan dueruh  guna  menunjang
1.

SAN PASAL DEMI PASAL

pasal demi pasal dianggap tiduk perlu karena sudah cukup jelas.

IAN LEMBARAN DAERAI KABUPATEN MELAWI NOMOR



